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PENGEMBANGAN DESTINASI 
BERKELANJUTAN 

 
 

A. PENDAHULUAN  
Berdasarkan UU No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, kinerja 

pembangunan pariwisata seharusnya tidak hanya dievaluasi berdasarkan 
pada pertumbuhan ekonomi, namun juga terhadap peningkatan 
kesejahteraan masyarakat, pengurangan pengembangan budaya,cinta 
tanah air, identitas nasional, perbaikan atas citra bangsa, serta kesatuan 
dan persahabatan internasional. Berdasarkan UNWTO dalam Rencana 
Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan Green Jobs untuk Indonesia 
(Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia) 
pedoman dan praktik dalam pengelolaan pembangunan pariwisata 
berkelanjutan bisa diterapkan diseluruh bentuk pariwisata dan semua 
destinasi. Pariwisata berkelanjutan berfokus pada masyarakat lokal yang 
harus terlibat dalam berbagai kegiatan pariwisata dan berbagi dengan adil 
dalam manfaat yang didapatkan baik dalam segi sosial ataupun budaya, 
ekonomi, serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan secara langsung 
maupun tidak langsung. Pariwisata berkelanjutan merupakan bagian dari 
kegiatan wisata yang saat ini berkembang dengan bertambahnya kapasitas 
akomodasi, populasi, dan berkembangnya investasi di bidang pariwisata 
yang dapat diharapkan tidak akan membawa dampak negatif bagi 
lingkungan dan aspek lain kedepannya. Yang mana perlu untuk 
mengurangi dampak negatif dengan memaksimalkan potensi yang ada 
dengan mengatur pengembangan pariwisata agar lebih baik dan juga 
terbentuknya keberlanjutan pariwisata yang melindungi sumber penting 
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bagi pariwisata yang bertujuan untuk dinikmati tidak hanya untuk masa 
sekarang tetapi sampai masa depan (Ardika, 2018).  

Pengembangan pariwisata berkelanjutan menurut Weaver (2012), 
pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah pembangunan pariwisata 
yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan 
generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Sedangkan 
menurut Sugiama (2011), pariwisata berkelanjutan disebut dengan 
alternative tourism yaitu  pariwisata yang dikembangkan dengan 
memperhatikan budaya masyarakat setempat dan kelestarian alam 
sehingga dapat diturunkan atau diwariskan kepada generasi mendatang. 
Kemudian pariwisata berkelanjutan menurut UNWTO (United Nation 
World Tourism Organization) merupakan pariwisata yang memberi 
perhitungan secara penuh mengenai dampak lingkungan, sosial serta 
ekonomi dimasa sekarang dan yang akan datang, industri (pariwisata), 
menjawab kebutuhan pengunjung, lingkungan dan komunitas tuan rumah. 
Pariwisata berkelanjutan tidak hanya mengkonsumsi sumber daya alam 
dan budaya, melainkan juga mengonservasi yang bermanfaat untuk semua 
orang, akan tetapi didistribusikan secara lebih luas diantara para 
pemangku kepentingan dan komunitas. Dimana pariwisata berkelanjutan 
ini sebagai konsep yang menyeluruh dan dimaksudkan untuk segala 
macam usaha pariwisata baik di daerah perkotaan maupun di daerah 
perdesaan, skala besar dan kecil, pemerintah maupun swasta, hal ini 
menandakan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan 
suatu agenda publik yang penting untuk semua pemangku kepentingan 
disemua tingkatan (Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, 2012).  

 

B. TEORI PENGEMBANGAN PARIWISATA 
Pengembangan adalah strategi yang dilakukan untuk meningkatkan, 

memperbaiki, dan memajukan daya tarik wisata agar jumlah wisatawan 
mengalami peningkatan sehingga masyarakat dan pemerintah dapat 
merasakan dampak positifnya (Paturusi, 2001). Menurut Yoeti (2001 
dalam Suwarti dan Yuliamir (2017) menjelaskan bahwa pengembangan 
pariwisata adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memperbaiki dan 
mengembangkan suatu produk atau menambah jenis produk wisata 
tersebut. Menurut Suwarti dan Yuliamir (2017), menjelaskan bahwa dalam 
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pengembangan pariwisata itu terdapat 3 unsur penting yang dibutuhkan, 
yaitu:  
1. Manusia, adalah sebagai subjek yang utama dalam melaksanakan 

segala kegiatan pariwisata  
2. Tempat, adalah unsur fisik yang menjadi wadah dari segala kegiatan 

pariwisata.  
3. Waktu, adalah berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan seorang 

wisatawan dalam perjalanan ke tempat wisata tersebut.  
 
Pengembangan suatu destinasi pariwisata membutuhkan sebuah 

perencanaan. Hal ini bertujuan agar pengembangan yang sedang 
dilakukan dapat berjalan sesuai rencana di awal dan dapat mencapai 
sasaran yang diinginkan. Alasan utama dilakukannya sebuah 
pengembangan pariwisata ini untuk meningkatkan perekonomian daerah 
atau negara tersebut (Santi, 2010). Pengembangan pariwisata adalah 
usaha yang dilakukan secara terstruktur untuk memperbaiki objek dan 
kawasan pariwisata serta membangun objek dan kawasan yang baru yang 
ditujukan untuk wisatawan (Sutiarso, 2017). Menurut Sutiarso (2017) 
untuk memajukan pengembangan pariwisata, beberapa usaha yang dapat 
dilakukan yaitu: 
1. Promosi untuk mengenalkan objek wisata ke luar daerah 
2. Memiliki akses dan transportasi yang lancar 
3. Kemudahan dalam melakukan imigrasi 
4. Memiliki akomodasi yang nyaman untuk wisatawan yang akan 

menginap 
5. Pemandu wisata yang cakap dalam berbicara dan berbahasa 
6. Menawarkan barang dan jasa dengan mutu terjamin dengan tarif 

harga yang  masih wajar 
7. Adanya atraksi yang menarik untuk pengunjung lihat 
8. Memiliki lingkungan hidup yang bersih dan sehat 

 

C. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN 
Kebijakan adalah arah atau tuntutan dalam pelaksanaan suatu 

kegiatan oleh suatu pemerintah yang diekspresikan dalam sebuah 
pernyataan umum mengenai tujuan yang ingin dicapai, yang menuntun 
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tindakan dari para pelaksana, baik dipemerintahan maupun diluar 
pemerintahan, dalam mewujudkan harapan yang telah ditetapkan 
tersebut (Pitana dan Diarta, 2009). Dalam melaksanakan pengembangan 
pariwisata diarahkan untuk meningkatkan kualitas budaya bangsa, 
meperkenalkan peninggalan sejarah, keindahan alam termasuk bahari. 
Menurut Suwantoro (2004) untuk menunjang pengembangan pariwisata 
didaerah tujuan wisata haruslah melakukan pengembangannya dalam 
melaksanakan pembangunan pariwisata. Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, kebijakasanaan yang 
digariskan adalah bahwa yang dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata 
berupa keadaan alam, flora, dan fauna hasil karya manusia, serta 
peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan model bagi 
perkembangan dan peningkatan kepariwisataan di Indonesia. Pada 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan bahwa 
pembangunan kepariwisataan dengan diwujudkannya melalui 
pelaksanaan pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan 
keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta alam 
kebutuhan manusia untuk berwisata.  

Menurut Goeldner dan Ritchie mendefinisikan kebijakan pariwisata 
sebagai regulasi, aturan, pedoman, arah, dan sasaran 
pembangunan/promosi serta strategi yang memberikan kerangka dalam 
pengambilan keputusan individu maupun kolektif yang secara langsung 
mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang dan 
sekaligus kegiatan sehari-hari yang berlangsung di suatu destinasi 
(Anastasia dkk, 2014). Biederman menambahkan hal penting dalam 
definisi kebijakan kepariwisataan dengan mengemukakan bahwa prinsip 
dari kebijakan kepariwisataan adalah harus menjamin negara maupun 
daerah mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kontribusi 
sosial dan ekonomi yang diberikan pariwisata. Sasaran akhir dari kebijakan 
pariwisata adalah peningkatan kemajuan negara atau daerah dan 
kehidupan warga negaranya (Anastasia dkk, 2014). Pola kebijaksanaan 
pengembangan pariwisata menurut Suwantoro (2004) yaitu :  
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Tabel 1. Pola Kebijaksanaan Pengembangan  
Pariwisata (Suwantoro, 2004) 

No Kebijaksanaan 
Pengembangan Pariwisata 

Pola Kebijaksanaan Pengembangan 
Pariwisata 

1. Kebijaksanaan Umum a) Kebijakan untuk menjaga 
keseimbangan antara peran serta 
pemerintah, swasta dan 
masyarakat, 

b) Kebijakan pengembangan industri 
swasta,  

c) Kebijakan pengembangan objek 
wisata, atraksi wisata, taman 
rekreasi  

dan hiburan umum,  
d) Kebijakan pengembangan sarana 

dan prasarana, 
e) Kebijakan untuk menjaga 

keseimbangan antara arus 
wisatawan, 

f) kemampuan menampung, 
melayani dan menyelenggarakan 
kepariwisataan, 

g) Kebijakan pengelolaan,  
h) Kebijakan pembinaan,  
i) Kebijakan hukum.  

2. Kebijaksanaan 
pengembangan jalur 
wisatawan 
 

Pengembangan jalur wisatawan 
mancanegara dan nusantara yang 
sekaligus dapat meningkatkan jumlah 
atau diversifikasi paket wisata yang 
didasarkan pada perkembangan objek 
wisata.  

3. Kebijaksanan 
pengembangan objek 
wisata 
 

a) Prioritas pengembangan objek,  
b) Pengembangan pusat-pusat 

penyebaran kegiatan wisatawan,  
c) Meningkatan kegiatan penunjang 
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pengembangkan objek wisata 

4. Kebijaksanaan 
pengembangan sarana dan 
prasarana wisata 
 

a) Akomodasi,  
b) Restoran,  
c) Usaha rekreasi dan 

hiburan umum,  
d) Gedung pertemuan,  
e) Perkemahan,  
f) Pondok wisata, 
g) Mandala wisata,  
h)  Pusat informasi 

wisata,  
i) Pramiwisata. 

5. Kebijaksanaan 
pengembangan pemasaran 
 

a) Peningkatan jumlah 
dan lama tinggal wisatawan, 

b)  Meningkatkan kerja 
sama yang terpadu antara 
berbagai sektor,  

c) Mempercepat 
perkembangan pasar wisata 
domestic 

6. Kebijaksanaan 
pengembangan 
kelembagaan  
 

a) Penyerahan urusan 
kepariwisataan,  

b) Pemantapan kedudukan lembaga 
pemerintah daerah,  

c) Peningkatan profesinalisme 
pelaksanaan tugas,  

d) Pertimbangan jenis dan kelas 
lembaga,  

e) Kemampuan bekerja sama. 

7. Kebijaksanaan 
pengembangan industri 
 

a) Penyerahan tenaga kerja, 
peningkatan mutu dan kemampuan 
tenaga kerja Indonesia,  

b) Pengembangan struktur industri 
dengan prioritas pada usaha untuk 
menghasilkan barang ekspor non-
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migas,  
c) Peranannya sebagai wahana 

pengembangan teknologi dan 
memacu pertumbuhan atau 
perkembangan daerah. 

 
 

D. UNSUR-UNSUR PENGEMBANGAN PARIWISATA 
BERKELANJUTAN 
Unsur – unsur yang merupakan pendorong adanya pengembangan 

pariwisata berkelanjutan menurut The Global Development Research 
Center (2012), yaitu adalah sebagai berikut. 
1. Pariwisata yang dapat mendukung keutuhan atau intergritas dari 

tempat tujuan 
Pengunjung akan memahami karakter tempat tujuan wisata mengenai 
hal arsitektur, warisan, etika, dan ekologinya. 

2. Pariwisata yang dapat memberikan penerangan 
Pengunjung yang tidak hanya belajar tentang daerah yang dikunjungi 
tetapi juga belajar bagaimana menyangga kelangsungan daerah yang 
dukunjungi selama dalam perjalanan, sehingga masyarakat yang 
dikunjungi dapat belajar untuk mengetahui kebiasaan dan sesuatu 
yang sudah biasa dapat menarik dan dihargai oleh pengunjung. 

3. Pariwisata yang melidungi sumber daya alam 
Pengunjung akan menyadari dan berusaha untuk meminimalkan 
polusi, penerangan di malam hari, penggunaan air, konsumsi energi, 
dan bahan kimia. 

4. Pariwisata yang dapat menguntungkan masyarakat setempat 
Pengusaha pariwisata melakukan kegiatan terbaik untuk memberikan 
lapangan pekerjaan dan melatih masyarakat lokal, membeli produk 
buatan masyarakat lokal, dan menggunakan jasa – jasa yang dihasilkan 
masyarakat lokal. 

5. Pariwisata yang tidak menyalahgunakan produk 
Pemangku kepentingan dapat mengantisipasi tindakan pembangunan 
pada pariwisata dan teknik– teknik manajemen serta mengaplikasikan 
batasan untuk mencegah kehancuran dari lokasi wisata. Pemangku 
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kepentingan juga bekerjasama untuk menjaga habitat alami atau 
kawasan dari tempat warisan budaya, budaya lokal, dan ciri khas 
wisata. 

6. Pariwisata yang dapat menghormati budaya dan tradisi 
Pengunjung belajar dan melihat tata cara lokal yang menggunakan 
sedikit kata sopan dari bahasa lokal. Masyarakat lokal belajar 
bagaimana memperlakukan atau menghadapi keinginan pengunjung 
yang mungkin berbeda dari harapan yang masyarakat inginkan. 

7. Pariwisata ini merupakan perjalanan yang dapat memberikan 
perasaan mengesankan 
Kepuasan dan kegembiraan pengunjung dibawa pulang ke daerahnya 
untuk kemudian disampaikan kepada kerabat dan teman – teman, 
sehingga mereka tertarik untuk memperoleh hal yang sama. Hal ini 
secara terus menerus akan memberikan dampak positif di lokasi 
tujuan wisata. 

8. Pariwisata ini menekankan pada kualitas dan bukan kuantitas atau 
jumlah 
Masyarakat menilai kesuksesan sektor pariwisata tidak dari jumlah 
pengunjung saja, tetapi dari lama tinggal, jumlah materi / uang yang 
dibelanjakan di destinasi wisata, dan kualitas pengalaman yang 
diperoleh pengunjung. 
 

E. KOMPONEN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN 
Menurut (Inskeep, 1991 dalam Hadiwijoyo, 2012), komponen 

pengembangan pariwisata secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai 
berikut: 
1. Atraksi dan Aktivitas Pariwisata  

Semua kegiatan atraksi yang bersifat alami, maupun khusus serta 
berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kawasan pariwisata yang 
dapat menarik  orang untuk berkunjung. 

2. Akomodasi  
Hotel, wisma, homestay dan fasilitas lain yang sejenis, serta jasa 
pelayanan  yang dapat digunakan wisatawan untuk menginap selama 
berkunjung ke  tempat pariwisata.  
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3. Fasilitas dan jasa layanan wisata lainnya  
Fasilitas dan jasa pelayanan yang diperlukan untuk mengembangkan 
pariwisata seperti: penyediaan tour and travel, restoran dan kafe 
untuk pengunjung makan, bank dan money changer untuk 
pengunjung dari luar daerah, kantor informasi pariwisata, fasilitas 
keamanan, dan lain-lain.  

4. Fasilitas dan jasa layanan transportasi  
Penyediaan fasilitas dan jasa layanan transportasi meliputi kemudahan 
akses transportasi ke suatu tempat wisata, sistem transportasi internal 
penghubung lokasi wisata dan area pengembangannya, transportasi 
dalam area pengembangannya.  

5. Infrastruktur lainnya, seperti penyediaan air, tenaga listrik dan 
telekomunikasi.  

6. Elemen institusional, elemen ini penting untuk mengatur dan 
mengembangkan pariwisata. Program yang ada pada elemen 
institusional diantaranya program perencanaan, pendidikan dan 
pelatihan SDM, promosi dan pemasaran strategis, kebijakan investasi, 
program pengendalian pengaruh ekonomi, lingkungan dan sosial 
kultural.  
 

F. TAHAPAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN 
Pada umumnya pengembangan pariwisata selalu mengikuti siklus 

hidup pariwisata sehingga dapat menentukan posisi pariwisata yang akan 
dikembangkan. Cooper and Jakson (1997), tahapan tersebut terdiri dari: 
1. Tahap Eksplorasi (exploration)  

Berkaitan dengan discovery yaitu suatu tempat sebagai potensi wisata 
baru ditemukan oleh wisatawan, pelaku pariwisata, maupun 
pemerintah. Biasanya jumlah kunjungan sedikit, wisatawan tertarik 
pada daerah yang belum tercemar dan sepi, lokasi sulit dicapai namun 
diminati oleh sejumlah kecil wisatawan yang justru menjadi berminat 
karena belum ramai dikunjungi.  

2. Tahap Keterlibatan (involvement)  
Diikuti oleh kontrol lokal, di mana biasanya oleh masyarakat lokal. 
Pada tahap ini terdapat inisiatif dari masyarakat lokal, objek wisata 
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mulai dipromosikan oleh wisatawan, jumlah wisatawan meningkat, 
dan infrastruktur mulai dibangun.   

3. Tahap Pengembangan (development)  
Dengan adanya kontrol lokal menunjukan adanya peningkatan jumlah 
kunjungan wisatawan secara drastis. Pengawasan oleh lembaga lokal 
agak sulit membuahkan hasil, masuknya industri wisata dari luar dan 
kepopuleran kawasan wisata menyebabkan kerusakan lingkungan 
alam dan sosial budaya sehingga diperlukan adanya campur tangan 
kontrol penguasa lokal maupun nasional. 

4. Tahap Konsolidasi (consolidation)  
Hal ditunjukan oleh penurunan tingkat pertumbuhan kunjungan 
wisatawan. Kawasan wisata dipenuhi oleh berbagai industri pariwisata 
berupa hiburan dan berbagai macam atraksi wisata. 

5. Tahap Kestabilan (stagnation) 
Jumlah wisatawan tertinggi telah dicapai dan kawasan ini mulai 
ditinggalkan karena tidak menarik lagi, kunjungan ulang dan para 
pebisnis memanfaatkan fasilitas yang ada. Pada tahapan ini terdapat 
upaya untuk menjaga jumlah wisatawan secara intensif dilakukan oleh 
industri pariwisata dan kawasan ini kemungkinan besar mengalami 
masalah besar yang terkait lingkungan alam maupun sosial budaya.  

6. Tahap Penurunan Kualitas (decline)  
Hampir semua wisatawan telah mengalihkan kunjungannya ke daerah 
tujuan wisata lain. Kawasan ini telah menjadi objek wisata kecil yang 
dikunjungi sehari atau akhir pekan. Beberapa fasilitas pariwisata telah 
diubah bentuk dan fungsinya menjadi tujuan lain. Dengan demikian 
pada tahap ini diperlukan upaya pemerintah untuk meremajakan 
kembali.  

7. Tahap Peremajaan Kembali (rejuvenate)  
Pada tahap ini perlu dilakukan pertimbangan mengubah pemanfaatan 
kawasan pariwisata menjadi pasar baru, membuat saluran pemasaran 
baru, dan mereposisi atraksi wisata kebentuk lain. Oleh sebab itu 
diperlukan modal baru atau kerjasama antara pemerintah dengan 
pihak swasta. Dari setiap tahap pengembangan pariwisata, perlu 
mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mendukung maupun 
menghambat proses pengembangan pariwisata sehingga dengan 
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mudah menetapkan program pengembangan disuatu daerah maupun 
negara yang potensial dikembangkan.  
 

G. STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN 
Perumusan strategi adalah pengembangan rencana panjang untuk 

manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari 
kekuatan dan kelemahan organisasi. Perumusan strategi meliputi 
menentukan misi organisasi, menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, 
pengembangan strategi dan penetapan pedoman kebijakan (J. David 
Hunger & Thomas L. Wheelen, 2001). Strategi pengembangan 
kepariwisataan bertujuan untuk mengembangkan produk dan pelayanan 
yang berkualitas, seimbang, dan bertahap. Strategi pengembangan 
pariwisata adalah hal yang dilakukan agar wisata yang ada menjadi 
berkembang lebih baik lagi kedepannya. Ketersedian fasilitas-fasilitas yang 
lengkap dan menunjang perkembangan pariwisata. Menurut Suwantoro 
(2004), untuk strategi dalam pengembangan pariwisata terdiri dari :  
1. Pemasaran/Promosi adalah hal yang dilakukan guna untuk 

memperkenalkan, memberitahu masyarakat banyak mengenai objek 
wisata pada suatu daerah tersebut.  

2. Aksesibilitas adalah keadaan jalan yang akan dilalui oleh para 
pengunjung saat menuju tempat wisata . Ketersedian akses jalan yang 
baik dan lancar akan membuat banyak para wisatawan tertarik untuk 
berkunjung.  

3. Kawasan pariwisata adalah suatu tempat wisata yang harus 
dikembangkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, seperti 
penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Hal ini berguna 
untuk sebagai penunjang tempat wisata tersebut.  

4. Jenis objek wisata adalah jenis-jenis wisata yang ada di daerah 
tersebut, contohnya: pegunungan, pantai, budaya, maupun religi.  

5. Produk dari wisata adalah segala hal yang ditawarkan dari wisata 
tersebut. Baik dari segi fasilitas yang disediakan maupun sarana dan 
prasarana penunjang lainnya.  

6. Sumber daya manusia adalah subjek yang sangat penting dalam 
melakukan pengembangan pariwisata. Sumber daya manusia yang 
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membentuk kelompok dengan tujuan untuk pengembangan 
pariwisata disebut kelompok sadar wisata.  

7. Kampanye nasional sadar wisata adalah suatu hal yang dilakukan dan 
dijalankan dengan tujuan untuk memberikan penegasan disiplin 
terkait kegiatan kepariwisataan, dan setiap pemerintah daerah 
biasanya telah membentuk suatu kelompok sadar wisata yang anggota 
kelompok adalah masyarakat sekitar tempat wisata tersebut. 
 
Berdasarkan hasil dari rapat Koordinator Pemerintah Pusat dan 

Daerah, menjelaskan bahwa ada 6 strategi pengembangan pariwisata yang 
bisa diterapkan, yaitu: 1. Mempercepat penyelesaian infrastruktur. 2. 
Mendorong pengembangan atraksi wisata. 3. Meningkatkan kualitas 
sarana dan prasarana. 4. Meningkatkan dan memperkuat promosi wisata. 
5. Mendorong masyarakat untuk bersedia berinvestasi. 6. Menyusun 
standar prosedur manajemen pariwisata. 

 

H. PRINSIP PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN 
Menurut Yoeti (2006) terdapat 4 prinsip dasar dalam pengembangan 

pariwisata antara lain:  
1. Untuk keberlangsungan ekologi 
2. Untuk keberlangsungan kehidupan dan budaya  
3. Untuk keberlangsungan ekonomi  
4. Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

daerah setempat 
 
Adapun prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam pengembangan 

pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development) terdiri dari: 
1. Komunitas lokal harus dilibatkan dalam pengembangan proyek 

pariwisata, serta dalam penciptaan konsep yang digunakan, dan untuk 
kesejahteraan mereka sendiri. 
Masyarakat setempat juga harus diikutsertakan sehingga mereka 
merasa memiliki dan lebih peduli terhadap lingkungan dan 
melestarikan sumber daya alam dan budayanya untuk kepentingan 
pariwisata sekarang dan di masa depan. Dan pemerintah harus dapat 
memanfaatkan peluang dengan memperhatikan tingkat daya dukung 
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lingkungan daerah tujuan, menggunakan sumber daya lokal secara 
berkelanjutan saat menyelenggarakan kegiatan ekowisata, dan 
mengelola jumlah pengunjung, fasilitas, dan amenitas sesuai dengan 
kapasitas lingkungan.  

2. Mencapai keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan 
pengunjung 
Jika semua pihak dapat bekerja sama menuju satu tujuan sebagai 
komunitas yang kuat keseimbangan ini akan tercapai. Masyarakat 
lokal, pemerintah daerah, sektor pariwisata, dan kelompok 
masyarakat yang berkembang dan berkembang di tempat-tempat 
dibangunnya daya tarik wisata adalah masyarakat yang bersangkutan. 
Kuncinya adalah masyarakat lokal dapat memberikan dampak positif 
berdasarkan diskusi dan kesepakatan. Misalnya, dengan menjalin 
kemitraan dengan masyarakat selama tahap perencanaan dan 
pengelolaan, industri pariwisata, pemerintah, dan masyarakat dapat 
berkomunikasi secara efektif untuk memastikan bahwa pariwisata 
berkelanjutan dikembangkan sebagaimana dimaksud. berencana. 

3. Pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam pengembangan 
pariwisata dan dengan melibatkan lebih banyak pihak, umpan balik 
yang lebih besar akan tercapai 
Selain itu, ia harus dapat mempertimbangkan pandangan organisasi 
masyarakat daerah, serta kelompok masyarakat kurang mampu, 
perempuan, asosiasi pariwisata, dan kelompok sosial lainnya yang 
memiliki kekuatan untuk membentuk pertumbuhan di masa depan. 

4. Menawarkan kenyamanan pemilik usaha kecil dan menengah lokal 
Inisiatif pendidikan terkait pariwisata harus memberikan prioritas 
kepada penduduk setempat, dan industri baru di daerah tersebut 
harus dapat mempekerjakan penduduk setempat sebanyak mungkin. 
Ini akan memungkinkan masyarakat untuk membangun bisnis dan 
mengajari mereka bagaimana bertindak sebagai agen ekonomi dalam 
kegiatan mereka sendiri dengan mengejar tujuan pariwisata tanpa 
mengorbankan lingkungan atau hal lainnya.  

5. Pariwisata perlu dikondisikan untuk membangkitkan perusahaan lain 
dalam masyarakat, yang berarti perlu memberikan dampak 
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pengganda pada industri lain, baik yang baru maupun yang sedang 
berkembang.  

6. Adanya kerjasama antara penduduk setempat dengan perusahaan 
yang menjual paket perjalanan sebagai pencipta daya tarik wisata, 
sehingga perlu terjalin hubungan kerjasama yang menguntungkan 
kedua belah pihak dengan cara menurunkan ambang batas kerugian 
uang dan menaikkan gaji kedua belah pihak pemerintah dan orang 
yang melakukan inisiatif. 

7. Agar proyek pariwisat dapat berjalan tanpa hambatan, maka harus 
dapat memahami sepenuhnya semua hukum, aturan, dan peraturan 
yang berlaku, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, ia 
menjalin hubungan kerja dengan masyarakat setempat untuk 
melakukan sosialisasi dan edukasi tentang peraturan yang berlaku. 

8. Pembangunan pariwisata harus mampu menjaga momentum, 
memberikan manfaat bagi masyarakat saat ini, dan tidak merugikan 
generasi penerus. Kita tahu bahwa membangun pariwisata berpotensi 
merusak ekosistem di sekitarnya dan merupakan ide yang masuk akal 
jika dibarengi dengan peningkatan jumlah anggota wisata. 

9. Adanya kerjasama antara masyarakat lokal sebagai creator atraksi 
wisata dengan para operator penjual paket wisata, sehingga perlu 
dibangun hubungan kerjasama yang saling menguntungkan anatra 
satu sama lain dengan itu menekan tingkat kebocoran pendapatan 
pemerintah dan dapatb mengingkatkan pendapatan pemerintah 
maupun pelaku yang melakukan kegiatan itu sendiri. 

10. Agar pertumbuhan wisatawan berjalan lancar, harus dapat 
memperhatikan kesepakatan, aturan, dan hukum baik di tingkat 
nasional maupun internasional. Selain itu, bangun kemitraan dengan 
lingkungan untuk memantau dan menghentikan pelanggaran hukum. 

11. Pertumbuhan industri pariwisata harus dapat menjamin keberlanjutan, 
membantu masyarakat saat ini, dan tidak merugikan generasi 
mendatang. Karena masuk akal untuk berasumsi bahwa perluasan 
pariwisata berpotensi merusak lingkungan jika dikaitkan dengan 
kebangkitan pariwisata dan kemerosotan tempat-tempat wisata 
populer. 
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12. Optimalisasi, bukan eksploitasi, harus memandu pertumbuhan 
pariwisata. 

13. Tinjauan dan pemantauan berkala diperlukan untuk menjamin 
pertumbuhan wisatawan berjalan sesuai rencana. 
 

I. RANGKUMAN MATERI 
Pada hakekatnya ada empat bidang pokok yang dipengaruhi oleh 

usaha pengembangan pariwisata, yaitu ekonomi, sosial, budaya dan 
lingkungan hidup. Dampak positif yang menguntungkan dalam bidang 
ekonomi yaitu bahwa kegiatan pariwisata mendatangkan pendapatan 
devisa negara dan terciptanya kesempatan kerja, serta adanya 
kemungkinan bagi masyarakat di destinasi wisata untuk meningkatkan 
pendapatan dan standar hidup mereka. Dampak positif yang lain ialah 
kemajuan kebudayaan, terutama pada unsur budaya teknologi dan sistem 
pengetahuan yang maju. Sedangkan dampak negative dari pengembangan 
pariwisata tampak menonjol pada bidang sosial, yaitu pada gaya hidup 
masyarakat di destinasi wisata contohnya perubahan sikap, tingkah laku, 
dan perilaku karena bersinggungan langsung dengan wisatawan yang 
memiliki latar belakang budaya yang berbeda (Pendit, 1990).  

Agar tujuan pembangunan tersebut tercapai maka pengembangan 
sektor pariwisata berkelanjutan diharapkan tetap menjaga 
keberlangsungan serta kelestarian ekosistem lingkungan dengan 
memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat agar dipertahankan dan 
dapat dinikmati generasi mendatang. Pengembangan pariwisata 
berkelanjutan harus mengelola dan mengembangkan kualitas lingkungan 
destinasi wisata dan warisan budaya serta dapat memberi manfaat 
dibidang ekonomi untuk masyarakat luas secara berkelanjutan. Ada 
beberapa hal yang perlu dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan 
pengembangan pariwisata berkelanjutan, misalnya melakukan kegiatan 
kerjasama antar semua pihak (stakeholder), serta peran komunitas 
masyarakat. Peran komunitas masyarakat menjadi hal yang penting untuk 
diterapkan, karena masyarakatlah yang lebih tau seluk beluk dan kondisi 
lingkungan dimana mereka tempati dibanding orang diluar komunitas 
masyarakat tersebut.  
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TUGAS DAN EVALUASI 
1. Jelaskan pengertian pengembangan pariwisata berkelanjutan 
2. Sebutkan unsur-unsurpengembangan pariwisata berkelanjutan 
3. Jelaskan usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam mensukseskan 

pengembangan pariwisata berkelanjutan 
4. Sebutkan pola kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan 
5. Sebutkan komponen-komponen pengembangan pariwisata 

berkelanjutan 
6. Sebutkan tahapan pengembangan pariwisata berkelanjutan 
7. Jelaskan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan 
8. Jelaskan prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan 
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